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PENGANTAR REDAKSI

Dengan Mengucapkan rasa syokur kepada Allah SWT,
maka Majalall Keadilan Fakuftas Hukur Universitas Prof Dr
Hazawm, SH Bengkulu Volome 15 Nomor 1 Jun 2015 dapat
diselesmkan sesuar dengan jadwal yang ditetapkan berkat
dukungan segenap civitas akademika Fakultas Hukum.

Majalah Keadilan Volume 15 Nomor I Juni 2015 memuat
hasil penelifian dan pemikiran kritis dari Dosen-dosen Faknltas
Hukum tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat pada
masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena ilu
Majalaly Keadilan mi sangat berguna bagi Dogen. Mahasiswa dan
Alumni dalam mepgembangkan ilmu pengetahuan hukum.

Semoga Majalah imi bermanfaat bagi semna pihak, terutama
bag: mereka yang mengikuti pendidikay hukum dan profes
lnkum.

Bengkula, Jum 2015
Redaks:
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Abstract

Crmiinal oroceedings on the case rolating ta the destmection of
the body, health-and human life. the veiy need to get help friom a
medical expert judees fo examine the wound s that if can tnfold the
micident was a croninal meident.

Keyword : Cnimmal cdses, experts, everis.,

I. PENDAHULUAN

Dalam  pemeriksaan  perkara pudana yang menyanshkut
masalah perusakan tubub manusia maka sansat diperlukan
baniuan seorang dokier. Dokier dalam melakukan tugas sehan-
hari, suatn wakfu dapat diminta bantuannya oleh penegak hukum,
karena mn perln sekali adanya bubungan yang Dbalk antara
penegak hukum dan dokter. Sehubungan dengan it maka ada
baiknya apabila dokier juga mengetahui tentang prosedur dari
pemernksaan perkara pidana mulal dan penyidikan sampai

keputusan hakim.
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Adapun prosedur dan pemeriksaan perkara pidana termasuk
lcasus penganiavaan dilalukan dalam riga raliapan vaitu raliapan
pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan kepolisian, tahapan
penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut wmum dan tahapan
pemeriksaan sidang pengadilan. Dalamt pemeriksaan perkara
pidana mular darnt penyidikan hams ada pembukhban yang
mengnatkan tentang kesalahan dan seorang tersangka. Untuk
kasus pengansayaan ciperfukan adanya keterangan ahli wntuk
menguaikan telal terjad: penganiayaan yang ditnangkan kedalam
visum et repertuin, Sebelum dibuat visum af reperfim maka
diperlukan  pemeriksaan Iuka untuk menentnkan apa benar
mempakan tmdak pidana sehingga ada pertanggung jawaban
pidana bagi pelakunya

Dalamn rangka penanganan perkara penganiayaan tugas
yvang dibebankan Lkepada kepolistan meénumt latal undang-
undang hukum acara pidana ada beberapa istilah yang dikenal
yaitu penyelidikan dan penyidikan

Selamjumya yang dimaksnd dengan penyelidikan adalah
serangkatan tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa ymg diduga sebagai tindak pidana guna
menemiukan dapat aran ndaknya dilakukan penyidikan menunut

cara yang chaty dalam hukom acara pidana, Jika ternyafa suatn
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perigtiva itn merupakan tindak pidana. maka dapat dilanjutkan
dengan penyidikan. Sedangkan makna dari penyidilcan jin adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuruf cara yang
diatur dalam huknm acara pidana untuk mencan serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti fmn membuat lerang
tentang tindak pidana yeng ferjadi day guna wmesemukan
tersangkanya.

Th dalam tahapan penyidikan 1tulah maka penyidik berfugas
uniuk mencart dag mepgumpulkan bukti, sehubungan dengan ity
maka mwenmwut ketentuan huknm acara pidana, Balbwa dalam hal
penyidik menganegap perly, i1a dapat nunta bautuan seorang ahli
atan orang yang memiliki keahlian khusus, untuk penyidikan
terhadap kasus pengamayamn maka diperlukan bantman dan
seorang ahli unfuk mengetahui bilamana terjadi suatu keadaan
dimana seorang menderita sukit atan Inka atan menmegal dunia
sehingga perlu melibatkan dokier nniuk menanganmya.

Tugas dart seorang dolter atav seorang dokter kehakiman
didalam membantn aparat penegak hulum sebagai salah satn
mgas yang wajib dilakukan olehuya didalam menangani kasus
tindak crimunal yaitu misalnva didalam melakukan pemeriksaan

luka, memeriksa mayat atau bagien tmbnh mayal, memeriksa
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mayat dalam pengealian mayat, memeriksa benda/barang bukti
lam dan sipelaku ataupun si korban,

Kewajiban tersebut dapat terlaksana apabila kepadanya
telah dilakukan permintaan (permohonan) menunut prosedur vang
berlaku baik oleh penyidik. jaksa manpun hakim sesum menumt
tahapan pemeriksaan fermasuk oleh tersangkaterdakwa atan
penasehat hukumnya Selanjutnya tugas dokter atan dokter ahli
tersebut juga berlaku terhadap ahli lainnya yang bukan dokier
misalnya ahh balistik, ahlr obat-obatan, ahli laboratorum, ahl:
sichk jart dan ahli laingya yang memiliki kealiliin khosos tentang
sespatu hal sesuar dengan kefentwan hukwm acara pidana
Sedangkan didalam tahapan pemeriksaan sidang pengadilan
maka seorang aliliyang diminta keferanganuya sebaga: ahli wajib
memberi keterangan ahli demi keadilan

. PERMASATLAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas; maka
permasalghan yang akan dibahas dalam penulisan i yaitn
Bagaimana kekuvatan Fisum ef reperoyn  Dalam Perkara

Penganiayaan?
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OLPEMBAHASAN
A. Visum Ef Revertum Dalam Perkara Pidann

Fisum et mepeifum  ialah yang  dilihat  dan
diketemukan. jadi viston er reperfum adalah suatn keterangan
dokter tentang apa vang dilibat dan diketemukan didalam
inelakukan pemeriksaan terhadap lnka atam mayat. Jads
merupakan kesaksian fertulis. Fioor 2t reperfion mempakan
suatn  hal yang penting dalam  pembuktian  karena
mepggantikan  sepenuhnya Coppus Delicti dalam  swatn
petkara pidana yang menyangkut perusakan tubult keseliatan
dan nvawa manusia Maka tubuh st korban adalah cerpus
delicty, demiikian pnla haloya dengan fubuh manusia misalnya
luka-lnka pada tubuh seseorang akan selaln bermbah-ubal
yvaifn mungkw akan sembuh, membunsuk atan  akluruya
menmbulkan kematian dan mayalnya menjadi busuk dan
harus dikubur, Jadi keadaan itu hdak permah tetap seperfr
pada waktn pemeriksaan dilakukan, maka olel karenanya
corpus delicti yang demikian fn tidak mungkm disediakan/
diajukan paca sidang pengadilan maka diganti oleh visum of
repertio.

Sustn pemeriksaan perkara pidaa yang berhubungan

dengan pemsakan tubuh keseliatan dan nyawa manusia maka
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diperlukan bantuan dari seorang ahli yaitn ahli kedokteran
kehakiman guna untuk menambah kevakinan dan kelmcaran
bagi hakin dalam menjatulikan keputusannya Oleb karena
itn maka mgas pokok dari seorang dokter dalam membantn
proses penangana perkara  pidana  terhadap kasus
penganiyaan adalah pembuatan Fisum B¢ Repertin

Sebagaimana diketahui bahwa salah sato alat bukti
menrul, Kitab undang-nndang lmkum acara pidana adalah
keterangan ahli dan mennrut penjelasan dan pasal 133 ayat
(2) keterangan ahli adalah keferangan vang dibenikan oleh
ahli kedokteran kehakiman, Dalam ilmn  kedokteran
kehiakiman di kenal bukti-bukti selain calesi hichup. juga bukti
matr nnmk mengetaimi dan mempelajart hubungan antara
bukti mati dengan suatu kasns tindak pidana diperlukan ahli
dalam bidang tersebul. Untuk memeriksa. mengetahui dan
mempelajari serta mengungkap benda-benda mati diperlukan
imu  pengetahman kedokieran kehakiman  yang dapat
diperiksa dengan itlmu-ilmu pengetalman tersebut

Atas benda-benda mati un lazim disebut dengan saksi
diam (sifent witness) ymng terdiri dan benda atan tubnh
manusia yang lidup atan lelah meninggal, alat untk

melakukan kejahatan. jejak atau bekas-bekas si1 pelaku,
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benda-benda yang terbawa atan yaug ditmggqalkan oleb =i
pelaku.

Sebenarnya saksi diam itu berbicara bamyak, hanva
saja dalam bahasanya sendiri.sehingga tidak dapat dimengerti
oleh orang awam, oleh karenanya diperlukan seorang
penteijemah yaitu  seorang ilmnan yang felah melakukan
pemeriksann dengan ilmu pengetahuan  yang dimilikimya
dapat  menangkap bahwa sakst  diam  itu dan
menterjemahkannya, sebinggza dapal dmmengertt oleh orane-
orang vang berkepentingan yaitu pohsi, Faksa dan Hakmn
serta penasehal hukum dan terdakwa zendin.  Tntuk
terbuktinya suatu perkara pidana di sidang pengﬂdi}au. maka
syarat-syarat minimum alat bukti yvang sali mutlak diperlnkan
yang dengan alat bukti tersebut Hakim akan memperoleh
keyakinan bLahwa tindak pidana benar-bepar terjadi dan
hahwa terdakwalah yang bersalah melakokannya, sehimgga
Hakim dapat menjatubkan pidananya:

. Kekuatan Pembuktian Viswm Ei Repertum

Dengan berdasarkan pada lima macam alat bukt
vang sah meuwnmt pasal 184 ayat (1) Kitab undaug_-undang
butkum  acara pidana, maka keterangan ahli sudah dapat
diberikan pada wakiu pemeriksaan oleh penyidik  atan
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penuntut ummm yang ditnangkan dalam suatu bentuk laporan
dan dibvat dengan mengmegat sumpal diwaktn i menerima
jabatan atan pekerjaan, jika lial itn tidak diberikan pada waktn
pemeriksaan oleh penyidik atan penuntut umum maka pada
pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, dinmta  unmk
memberikan keteraugan dao  dicatat dalam benita acara
pemeriksann.

Ahli yang telall mengutarakan pendapatuya tentang
suatu. lial atan keadazm dam swatu perkara tertentu dapat
dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk
menambah  keyakimanuya, akan tetapr hakim dengan
demikian tidak wajib menuruti pendapat ahli u bilamana
pendapat  ahli im bertentanzan dengan keyakinanmya.
Seorang hakiun berhak pula untuk mengambil alih pendapat
ahli tersebut dan menjadikannya sebagai pendapainya seadin
seshar dengan istilabi-istilah yang tertera dalam laporan
tersebut atan dikemukakan dalam sidang dam dalam berita
acara pemeriksaan sidang sudaly barang tentn bilamana hakm
tidak setuju atan fidak sependapal dengan apa yang menjadi
pendapat ahli tersebut maka hakim wajib mempertinbanglkan
didalam kepwisannya mengapa ia tidak sependapat diserta

alasau-alasannya.
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Pemnenksaan oleh dokter ahli afan orang ahii lamuya
yang kemudian ditnangkan dalam pemdapal dan pengambilan
kesimpulan ahli itu kepada hakim adalali sebagai salah satn
upaya untuk membantn mencar serta men_gllug_kapkml fakta
selengkap-lengkapuya. Bagi pengadilan bantuay orang ahli
itu  bersama-sama alat-alal  bukth lain nantinya  akau
berangkaian dan bersesnaian satn dengan yang lain serta
bermanfaal bagi terbuktinya pemennban wnsur-unsur tndak
pidana rto disertal keyalkman hakmm.

Dalam pemeriksaan perkara pidana oleh  hakun
disidang pengadilan suafn berkas perkara pidana apakah ada
atan tidak ada visiom 2t vepertum maka perkara yang
bersangkutan tetap hamis diperiksa kelengkapan wiswm &r
rgpertum dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh
Liakm, diserahkan kepada penuntul nmum yang séjak mulai
diserahkan kepadanya berkas perkara tersebut oleh penyidik
penuntut mwnum  hams bemsaha untuk membukiikannya
dalam sidang, agar hakim yakin perhal terbukiinya kesalahan
terdalkowa tersebut. Dalam beberapa kasus perkara pidana
yvang diperiksa dipersidangan hakim seadin tidak mutlak

hame berdasardcan diri pada visiom 2i reperinum.
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Sebagaimana telah dinrakan diatas bahwa visnm et
repertum  adalah  suatn gencana atan swatu verslag atas
pemeriksaan barang bukfi oleh karema itu maka visum et
repertum sebenamya merupakan pengeanti barang bukti yang
diperiksa sepesti barang buktt [uka tidal bisa lagi ditampilkan
disidang pengadilan  seperti keadaan wakiu ferjadinya
peristrwa sndah berubah sembuh atan malah lebih parah lagi.
Unink menampilkan keadaan aslinya tidale ada cara lain
kecualt mengajmkan wsmin #f rgperfiyn sehingga yang
terpenting dan visunt ef reperium adalah bagian ketiga yvang
merupakan Inkisan kata dary apa yang diamati terotama apa
yang dilihat dan dikefemnkan

Vistn et rgpertum mempunyai dava bukti yvang
dunuat dalam pemberitaannya mermpakan kesaksian, karena
ia memmuat segala sesuatu hal yang dilihat dan diketemukan
pada wakfu dilakukan pemeriksaan. Jadh sama haluya dengan
seseorang yang melibat dan menyaksikan sendiri mizaluya
suat kecelakaan ditempar penistiwa iu terjadi. Sedangkan
kesimpulam didalam  wsum et repestim  dibuat  ustuk
memudahkan bagi jaksa afau hakim dengan catatan bahwa

apabila kesimpulan it logis maka dapat diterima, zebalikunya
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bila diangeap tidak logis jaksa atau hakim yang bersangkutan
dapat menolaknya dim mengambil langkah-langkah lam.

Karena wsum of rgperfunt menipakan pengsanti
sepennlinya dari pada barang bukti yang diperiksa maka oleh
karenanya pula visum e repertnin pada hakekatnya adalah
menjadi alat bokty vang sah sehimgga nilar atan penghargzaau
dari visum et reperinm dalam hubungannya dengan
pembuktian perkara pidana adalall mengikal, namun
demikian pilar dan kekuatan pembuktianuya sepenulinya
diseralikan kepada hakim,

IV. PENUTUP

Dalam pemeriksaan perkara pidana ymg menyangkut
perusakan tubuli, kesehatan dan nyawa manusia maka sangat
diperlukan  adanya bantuan  dari seorang ahli  kedokteran
kehakiman untnk dapat mengungkapkan fakia-fakta apakah ito
mejupakan peristiva pidana kemudian dan hasil pemeriksaan ahli
kedokteran kehakiman tersebumt ditmangkan dalun visum et
repertum merupakan bukii sebagai pengsanti baramg bukhi
sehingza merupakan kesaksian tertulis.

Sehubimgan dengay pembukiian perkara pidana tedhadap

kasus peuganiayaan memerfukan bantran seorang alilt sehmgga
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erat hubungannya dengan pembulktian dalam hukum acara pidana
sebagai alat bukii maka vismn ei repertum adalal mengikar dan

mempakan alat bukti yang sab meourut wndang-undang.
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